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  ABSTRAK :   -  Bahwa Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 
Undang-Udnang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan 
menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsus dan istimewa 
dan dalam rangka pelaksanaan MOU Helsinki 15 Agustus 2005 yang 
menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, 
menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak 
bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat 
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dana dil dalam negara 
kesatuan Republik Indonesia; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 
2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, pelayanan jasa usaha oleh Pemerintahan 
Kabupaten yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan 
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan 
kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, maka 
pengaturannya perlu ditingkatkan lagi dalam upaya untuk meningkatkan biaya 
pengolahan, pemeliharaan, dan pengawasan dalam bidang pelayanan jasa usaha 
sesuai dengan kewenangannya; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu 
dibentuk suatu Qanun tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya 
Nomor 2 Tahun 2014. 

‐ Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU 
No. 11 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 
9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2008, 
Qanun Pidie Jaya No. 2 Tahun 2014. 

  
‐ Dalam Qanun  ini berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 4, menghapus ayat 

(1) huruf f, menambahkan ayat 1a dan ayat 1b di antara ayat (1) dan ayat (2); 
Mengubah ketentuan pasal 8 dengan menambahkan ayat 3a, 3b, 3c, dan 3d 
setelah ayat 3. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 8 November 2018. 
 
 


